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ABSTRAK 

 
Indonesia saat ini merupakan negara produsen 53 persen kebutuhan sawit 

global. Sementara Provinsi Riau merupakan wilayah pegembangan industri kelapa sawit 
terbesar di Indonesia, dengan luas kebun sekitar 2,4 juta ha, dan laju petumbuhan 
ekspansi berkisar 5,5 persen per tahun. Meski berkontribusi besar terhadap perkembangan 
dan pembangunan ekonomi wilayah, eksistensi sawit Riau tidak terlepas dari tudingan 
negatif oleh berbagai pihak. Konsekuensinya adalah dikeluarkannya Inpres Nomor 8 
Tahun 2015, yang intinya adalah penundaan izin baru dan perbaikan sistem tata kelola 
pada industri kelapa sawit. Beberapa pihak menilai tata kelola khususnya peran 
pemangku kepentingan dalam industri sawit masih belum optimal. Disisi lain 
implementasi konsep kelapa sawit keberlanjutan disikapi dengan berbagai persepsi. 
Dalam konteks permasalahan tersebut diperlukan kajian peran dan persepsi pemangku 
kepentingan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan pemangku 
kepentingan terkait, untuk mewujudkan industri kelapa sawit berkelanjutan.  

Industri kelapa sawit di Provinsi Riau terus tumbuh, mempengaruhi 
pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi Riau. Perkembangan perkebunan 
sawit di Riau yang tersebar sporadis di daerah remote menjadi unit-unit ekonomi 
propulsif yang memiliki trickle down effect yang cukup luas. Sehingga sawit terbukti 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil disparitas. Tingginya 
animo masyarakat untuk terlibat dalam industi kelapa sawit menjadikan Riau sebagai 
wilayah dengan perkebunan sawit rakyat terluas di dunia yang melibatkan labih dari 2 
juta jiwa atau 30 persen dari total masyarakat Riau. Industri sawit juga berkembang 
dengan melibatkan begitu banyak pemangku kepentingan, dengan pengaruh dan 
kepentingan yang beragam. 

Hasil analisis kajian ini menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 25 pemangku 
kepentingan yang terdiri dari Pemerintah, swasta dan masyarakat. Secara umum peran 
pemangku kepentingan belum berjalan optimal karena masih terjadi persoalan 
pelaksanaan peran yang mengakibatkan disfungsi peran pada sebagian pemangku 
kepentingan. Dalam konteks persepsi, secara umum pemangku kepentingan memiliki 
pandangan dan motivasi yang baik untuk mewujudkan keberlanjutan industri kelapa sawit 
Riau. Terjadinya disfungsi peran bukan disebabkan kesenjangan persepsi melalinkan 
disebabkan oleh kendala teknis seperti keterbatasan kapasitas SDM, sistem koordinasi, 
pembagian kewenangan, pengelolaan keuangan, keterlambatan pengesahan RTRW serta 
kebijakan pemerintah yang disimplementatif. Adanya kesamaan persepsi, serta semangat 
untuk mengoptimalkan peran pemangku kepentingan, dengan kondisi eksisting sawit 
yang telah berkembang merata, pembangunan wilayah dan ekonomi Riau sangat 
berpotensi lebih baik jika kendala yang ada dapat diatasi.  

 
    

Kata Kunci : Kelapa Sawit Berkelanjutan, Peran Pemangku Kepentingan,  Persepsi 
Pemangku Kepentingan. 

 



 

vi 
 

ABSTRACT 
  
  
Indonesia is a producer 53 percent of global palm oil needs. While Riau 

Province is the largest area of the palm oil industry in Indonesia, with a plantation area 
of around 2.4 million ha, the rate of growth of expansion is around 5.5 percent per year. 
Although it contributes significantly to the development and economic development of the 
region, the existence of Riau’s palm oil cannot be separated from negative accusations by 
various parties. The consequence is the issuance of Presidential Instruction Number 8 of 
2015, which in essence is the postponement in new licenses and improvements in the 
governance system in the palm oil industry. Some parties consider that governance, 
especially the role of stakeholders in the palm oil industry is still not optimal. On the 
other hand, the implementation of the concept of sustainability palm oil industry is 
addressed with various perceptions. In the context of these problems, it is necessary to 
study the roles and perceptions of stakeholders. This research was conducted using 
descriptive qualitative methods. It is hoped that this research can be an input for the 
Government and related stakeholders, to realize the sustainable palm oil industry.   

The palm oil industry in Riau Province continues to grow, affecting Riau's 
regional development and economic development. The development of palm oil 
plantations in Riau sporadically spread in remote areas into propulsive economic units 
that have a wide trickle down effect. So that oil palm is proven to be able to improve 
community welfare and reduce disparity. The high public interest in being involved in the 
palm oil industry makes Riau the region with the largest community oil palm plantations 
in the world, which involves more than 2 million people or 30 percent of the total Riau 
population. The palm oil industry also develops by involving so many stakeholders, with 
diverse influences and interests.  

The results of this study analysis show that there are at least 25 stakeholders 
involved in this business, consisting of the Government, the private sector and the local 
communities. In general, the role of stakeholders has not run optimally because there are 
still problems in the implementation of roles that have resulted in role dysfunction in 
some stakeholders. In the context of perception, generaly stakeholders have good 
understanding and motivations to realize the sustainability of Riau's palm oil industry. 
The occurrence of role dysfunction is not caused by a perceived perception gap, but 
caused by technical constraints such as limited human resource capacity, coordination 
system, division of authority, financial management, delays in the RTRW approval and 
implemented government policies. The similarity in perception, as well as the spirit to 
optimize the role of stakeholders, with the existing condition of palm oil industry that has 
grown evenly, the development of Riau's region and economy is potentially better, if 
existing constraints can be solved. 

 
Keywords :  Sustainable Palm Oil, Stakeholder Role, Stakeholder Perceptions. 
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